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ABSTRAK

Pendekatan mediasi penal digunakan untuk melindungi korban, menghindari efek
negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam
mencari alternatif lain dari pidana penjara, serta mengurangi adanya penumpukan perkara untuk
menyederhanakan proses peradilan. Penulis menemukan daerah yang menerapkan pendekatan
mediasi penal ini, salah satunya di wilayah hukum Polsek Gamping. Dalam hal ini, maka
permasalahan yang diangkat oleh peenulis mengenai jenis-jenis tindak pidana ringan yang
terjadi, serta mengetahui bagaimana proses penyelesaian tindak pidana ringan melalui mediasi
penal di Polsek Gamping,

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan
metode penelitian normatif. Dimana penulis selain menggunakan sumber bahan hukum hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier serta melakukan wawancara dengan
pihak terkait untuk mendapatkan sumber bahan mengenai jenis-jenis dan penyelesaian tindak
pidana ringan melalui mediasi penal di wilayah Polsek Gamping.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dari tahun 2014 sampai tahun 2018 terdapat 15 kasus
yang diselesaikan melalui pendekatan mediasi penal, yang mana proses penyelesaiannya
dilakukan sebagai berikut: Laporan dari korban atau pihak ketiga kepada Polisi; Kepolisian
melakukan penyelidikan terhadap kasus yg dilaporkan; jika kasus tersebut masuk dalam perkara
pidana maka, kepolisian melakukan tindakan penyidikan; kemudian Kepolisian mempertemukan
kedua belah pihak untuk melaksanakan musyawarah untuk menentukan penyelesaian kasus
apakah melalui pengadilan atau mediasi penal; Jika kedua belah pihak setuju untuk
menyelesaikan melalui mediasi penal, maka pihak Kepolisian akan menjadi mediator dalam
penyelesaian kasus tersebut; Hasil kesepakatan dari para pihak akan menghasilkan surat
kesepatakan bersama yang berisi bahwasanya para pihak saling memaafkan dan
bertanggungjawab satu sama lain.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pendekatan mediasi penal telah diterapkan dalam
pengenyelesaian beberapa kasus tindak pidana ringan di wilayah hukum Polsek Gamping. Dalam
hal pengawasan Kepolisian Polsek Gamping melakukan pendampingan terhadap aturan-aturan
hukum, memberikan berbagai fasilitas bagi kegiatan masyarakat, memberikan akses yang mudah
kepada masyarakat, serta melayani segala urusan yang dibutuhkan masyarakat dengan
semaksimal mungkin agar tercapainya keamanan, ketertiban, dan ketentraman dalam
masyarakat.

Kata kunci : Tindak Pidana Ringan, Mediasi Penal, Kepolisian
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PENDAHULUAN

Penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia saat ini menarik perhatian publik, karena
penanganannya dianggap tidak lagi proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang
diatur. Pokok persoalan yang ada, menurut beberapa analisa, batasan tindak pidana tersebut tidak
pernah lagi diperbaharui sejak tahun 1960. Pengaturan tindak pidana ringan saat ini diasumsikan
sebagai semacam perlindungan dari adanya penegakan hukum yang tidak proporsional terhadap
tindak pidana yang (kerugiannya) dianggap tidak serius.

Beberapa kasus tindak pidana ringan khususnya kasus pencurian yang terjadi di Indonesia
yang relatif kecil nilai kerugian ekonomisnya yaitu kasus Nenek Minah yang diadili karena
mencuri tiga butir buah kakao, kasus Basar dan Kholil diajukan ke persidangan karena mencuri
semangka, serta kasus seorang anak berinisial AP (13 tahun) yang didakwa mencuri tali timba
yang sangat menarik perhatian yang cukup besar baik bagi masyarakat umum maupun para
pelaku dan pemerhati hukum.

Hal diatas memunculkan adanya pendekatan mediasi penal atau penyelesaian perkara
pidana diluar pengadilan, untuk melindungi korban, menghindari efek negatif dari sistem
peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif
lain dari pidana penjara, serta mengurangi adanya penumpukan perkara untuk menyederhanakan
proses peradilan.

Dari berbagai ketentuan di berbagai negara dapat diidentifikasikan, bahwa mediasi sebagai
salah satu bentuk Alternative Dispute Resolution atau ADR dimungkinkan dalam perkara pidana;
namun tetap diberi payung/kerangka hukum (mediation within the framework of criminal law),
yang bisa diintegrasikan dalam hukum pidana materiil (KUHP) atau hukum pidana formal
(KUHAP), atau dalam Undang-Undang khusus. Di beberapa negara lain, mediasi penal
dimungkinkan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan untuk kasus KDRT. Di
Indonesia, ketentuan mediasi penal terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Serta pada ketentuan Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana di dalam
Konsep RKUHP dalam ketentuan Pasal 152 (RKUHP 24 februari 2017) mengenai Kewenangan
penuntutan gugur, pada huruf d. Maka dimungkinkannya penyelesaian perkara pidana di luar
pengadilan.

Pendekatan mediasi penal belum sepenuhnya berlaku dan digunakan di Indonesia. Tetapi,
didalam praktek yang penulis temukan terdapat daerah yang menerapkan pendekatan mediasi
penal, salah satu nya di wilayah hukum Polsek Gamping. Dalam satu tahun terakhir sudah
beberapa kasus yang telah diselesaikan dengan cara pendekatan mediasi penal, contohnya pada
kasus penganiayaan yang terjadi pada bulan Januari 2018 lalu, pada kasus tersebut para pihak
setuju untuk tidak melanjutkan ke meja hijau, tetapi para pihak setuju untuk membuat surat
kesepakatan bersama, dalam proses menuju kesepakatan bersama atau penyelesaian secara
mediasi ini ditunjuk mediator yaitu dari pihak Kepolisian. Berdasar pada latar belakang diatas,
maka rumusan permasalahan dalam penulisan hukum ini Apa saja bentuk-bentuk tindak pidana
ringan yang dapat diselesaikan tanpa Proses Pengadilan dan Bagaimanakah proses penyelesaian
tindak pidana ringan yang melalui pendekatan mediasi penal di Polsek Gamping ?



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau

doktrinal. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau
data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa wawancara bersama Bapak Iffabudin
selaku Babinkamtibmas Desa Banyuraden Kecamatan Gamping, bahan hukum sekunder berupa
data pelaporan kasus tindak pidana di Polsek Gamping dan bahan hukum tertier. Pendekatan yang
digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan kasus (The Case Approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara, dokumentasi, jurnal serta internet. Sedangkan teknis
analisis data yaitu dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

TINJAUAN PUSTAKA

1.

Tindak Pidana Ringan

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian
Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Pemahaman terhadap
Perma Nomor 2 Tahun 2012 perlu juga disejalankan upaya pencerdasan publik akan
mengenai tindak pidana ringan. Karena boleh jadi tidak semua public k memahami apa-apa
saja yang termasuk tindak pidana ringan (Tipiring). Secara teknis hukum yang dinamakan
dengan Tipiring adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau
kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyak tujuh ribu lima ratus
rupiah dan penghinaan ringan. Oleh sebab itu substansi Perma No. 2 Tahun 2012 itu
sebenarnya bukan pada nilai rupiahnya, tetapi pada tindak-tindak pidana yang ancaman
hukumannya paling lama 3 bulan dan itu yang tidak perlu ditahan. Proses Penyelesaian
Perkara Tindak Pidana Ringan melalui Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Cepat
Tindak Pidana Ringan.

Kepolisian

Di Indonesia terdapat dua konsep, yakni sicherheit polizei yang berfungsi sebagai
penjaga tata tertib dan keamanan, dan verwaltung polizei atau wohlfart polizei yang
berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup
warga negara. Polisi adalah organ pemerintahan (regeeringorganen) yang diberi wewenang
dan kewajiban menjalankan pengawasan. Dengan demikian istilah polisi dapat dimaknai
sebagai bagian dari organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah. Berdasarkan
pengertian yang telah disebutkan, ditegaskan bahwa Kepolisiansebagai badan pemerintah
yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertibanumum. Dengan demikian arti polisi
tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembagayang haarus menjalankan fungsi pemerintahan,
dan sebagai sebutan anggota dari lembaga. Polisi dan kepolisian mengandung pengertian
yang berbeda. Polisi adalah sebagaiorgan atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara,
dan kepolisian adalahsebagai organ dan sebagai fungsi.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-
Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas Pokok Polri yang dimaksud diklasifikasikan
menjadi tiga, yakni :

(1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
(2) Menegakkan hukum;



(3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia

Dalam Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan diluar proses
pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaanya. Dalam
praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum
formalnya perkara pidana sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi
aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi
makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara
dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa
perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi
tidak berfungsi.

Mediasi menurut Barda Nawawi Arief, dipergunakan mediasi penal dalam penyelesaian
perkara pidana adalah karena ide dari mediasi penal berkaitan dengan masalah pembaharuan
hukum pidana (Penal Reform), berkaitan juga dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya
adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide restorative justice, ide
mengatasi kekakuan (formalitas) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem
pemidanaan yang berlaku, serta upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan (selain
penjara). Sebenarnya dalam masyarakat Indonesia penyelesaian suatu perkara baik perdata
maupun pidana dengan Mediasi Penal bukan hal baru, hal ini dibuktikan dengan adanya
penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara histories kultur (budaya)
masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan consensus, yang lebih
mengutamakan pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian melalui
mekanisme adat.

4. Restorative Justice

Konsep restorative justice merupakan suatu konsep penyelesaian tindak pelanggaran
hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-
sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Restorative Justice
mengedepankan proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana
tersebut bermusyawarah untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi
masalah tersebut serta akibat yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Restorative
justice menawarkan beberapa cara dalam menyelesaikan konflik. Mereka melibatkan
individu yang tidak terlepas dari insiden itu, tetapi secara langsung terlibat atau terpengaruh
olehnya. Partisipasi masyarakat dalam proses tidak lagi abstrak, melainkan sangat langsung
dan konkret. Proses ini sangat disesuaikan dengan situasi di mana pihak berpartisipasi secara
sukarela dan masing-masing memiliki kapasitas untuk terlibat penuh dan aman dalam proses
dialog dan negosiasi.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Tindak pidana ringan yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kuruangan
paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas. Dengan penenganan perkara pidana
tindak pidana ringan di wilayah hukum Polsek Gamping melalui Acara Pemeriksaan Cepat, yang
mana pemeriksaannya dilakukan oleh penyidik atau pihak kepolisian terhadap tersangka dan atas
kuasa penuntut umum dan saksi ke sidang pengadilan. Penanganan tindak pidana ringan di



wilayah hukum Polsek Gamping bertujuan untuk menjamin adanya kepatuhan dan ketaatan
hukum bagi masyarakat Kecamatan Gamping khususnya dan masyarakat sekitar umumnya.
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, berikut penanganan tindak pidana ringan di
wilayah Hukum Polsek Gamping, sebagai berikut :

Bagan 4.1

Penanganan Tindak Pidana Ringan di wilayah Hukum Polsek Gamping

Korban /

4 | A
Pelaporan / Pengaduan

4 | A
Unit Reserse Kriminal

[ Tindak Pidana Berat ] [ Tindak Pidana Ringan ]
|
Diproses sesuai ketentuan Babinkamtibmas (polisi di
setian desa)

Sumber : berdasarkan Wawancara bersama Bapak Ombing unit Reskrim Polsek Gamping, pada 20 februari 2018

Berdasarkan tabel diatas penanganan Tindak Pidana di wilayah hukum Polsek Gamping yaitu
sebagai berikut :

a.

b.

Adanya korban atau pihak ketiga yang mengalami, melihat, atau mengetahui kejadian
tindak pidana di wilayah hukum Polsek Gamping;

Korban atau pihak ketiga tersebut melakukan pelaporan / pengaduan ke bagian Sentra
Pelayanan Kepolisian, atau meja informasi yang berada di Polsek Gamping, dalam Sentra
Pelayanan Kepolisian korban atau pihak ketiga melakukan pelaporan atau pengaduan
dengan mengisi data diri serta pernyataan pelapor atau pengadu pada formulir yang telah
disediakan oleh kepolisian;

Setelah adanya pelaporan atau pengaduan, dari bagian Sentra Pelayanan Kepolisian,
peristiwa tersebut diserahkan kepada Unit Reserse Kriminal (Reskrim) dengan
menyerahkan Formulir yang sudah di isi oleh korban atau pihak ketiga. Pada Unit
Reskrim, kepolisian yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang
terjadi dengan langsung mendatangi tempat peristiwa kejadian atau menghubungi korban
atau pihak terkait;

Setelah melakukan penyelidikan, Unit Reskrim menggolongkan peristiwa tindak pidana
tersebut apakah termasuk dalam tindak pidana berat atau tindak pidana ringan;

Jika peristiwa tindak pidana tersebut tergolong tindak pidana berat maka akan di proses
sesuai ketentuan yaitu melanjutkan proses penanganan perkara; Pemanggilan pelaku



tindak pidana; Penangkapan dan penahanan; Pemeriksaan; Penggeledahan dan penyitaan;
Penanganan barang bukti; Penyelesaian perkara; Pencarian orang, pencegahan dan
penangkalan; Tindakan koreksi dan pemberian sanksi;

f. Tetapi, jika tindak pidan tersebut tergolong dalam tindak pidana ringan maka akan
diserahkan kepada Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
(Babinkamtibmas) disetiap desa di wilayah hukum Polsek Gamping, dimana peristiwa
tindak pidana ringan tersebut terjadi maka akan diserahkan kepada Babinkamtibmas desa
tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
(PPA) Reskrim Polsek Gamping, Pelaporan kasus tindak pidana di wilayah hukum Polsek
Gamping terdapat 45 kasus, terhitung dari bulan Januari hingga bulan Maret 2018,
bermacam-macam kasus tindak pidana yang terjadi dan dilaporkan ke Polsek Gamping,
mulai dari kasus tindak pidana ringan sampai kasus tindak pidana berat sekalipun. Berikut
ini rincian yang penulis dapatkan mengenai pelaporan kasus-kasus pada Polsek Gamping :

Tabel 4.1

Bentuk-bentuk Tindak Pidana yang terjadi di wilayah hukum Polsek Gamping

NO KASUS JUMLAH

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 5

2. Pencurian dengan Pemberatan 17

3. Pencurian Biasa 3

4. Perzinahan 1

5. Tipu Gelap 3

6. Kroyok Aniaya 12

7. Fidusia 3

8. Pencurian dengan Kekerasan 1
JUMLAH KASUS 45

Sumber: unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Reskrim Polsek Gamping

Kasus-kasus yang terdapat dalam tabel, menurut keterangan dari Unit PPA Reskrim
Polsek Gamping yaitu kasus yang diselesaikan dengan jalur hukum, karena kasus-kasus
tersebut tergolong dalam kasus tindak pidana berat yang harus diselesaikan melalui jalur
hukum sampai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Berdasakan hasil penelitian yang penulis lakukan di wilayah hukum Polsek Gamping,
bentuk-bentuk Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang terjadi dan diselesaikan diluar proses
pengadilan melalui mediasi penal dengan adanya mediator sebagai penengah dari suatu



kasus,

mediator dalam proses mediasi

penal

berasal dari

unsur kepolisian yaitu

Babinkamtibmas, berikut ini kasus-kasus yang diselesaiakan melalui mediasi penal :

Bentuk-bentuk Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang terjadi di wilayah hukum Polsek Gamping

Tabel 4.2

MOTIF WAKTU
NO KASUS KEJAHATAN KEJADIAN JUMLAH
Pertikaian antar 28 Januari
Kelompok 2018
Pertikaian antar 16 Januari
1. | Penganiayaan Ringan Kelompok yang 2018
(Pasal 352 KUHP). terpengaruh
minuman keras
Pertikaian antar 5 Januari 2018 8
Kelompok
Perselisihan 10 Desember
pemuda saat 2017
Lomba Mural
Perselisihan 23 November
Pemuda 2017
Perselihian 5 Maret 2016
Pemuda
Perselisihan 8 April 2015
Pemuda
Provokasi antar 8 Juni 2015
Supporter Bola
Pencurian 10 Maret 2018
sejumlah uang
2. | Pencurian Ringan Pencurian barang | 8 Februari 3
(Pasal 364 KUHP) milik masyarakat | 2018
desa Banyuraden
Pencurian Sampel | 8 Januari 2014
Boneka
3. | Penipuan Ringan Kegiatan tabung- | Desember 2017 1
(Pasal 379 KUHP) menabung, pelaku
membawa uang
tabungan
Perselisihan antar | 26 Desember
pihak (salah satu | 2016
Menganggu Ketertiban | pihak mleyer
Umum knalpot dan
4. | (Pasal 172 KUHP) memprovokasi 2
warga)




Perselisihan antar | 14 September
pihak (salah satu | 2015
pihak
membunyikan
mercon dan
mleyer knalpot)
5. | Menyebabkan Kebakaran rumah | 24 November |1
Kebakaran 2017
(Pasal 188 KUHP)

Sumber : wawancara bersama Bapak Aiptu Iffanudin Babinkamtibmas Desa Banyuraden Kecamatan Gamping

Pembahasan penulis sebelumnya yang menjelaskan mengenai penyelesaian tindak pidana
ringan di wilayah hukum Polsek Gamping yang masih dalam proses pada unit Reskrim, berikut
ini yaitu penyelesaian tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Gamping
melalui Pendekatan Mediasi Penal, yang mana dalam proses penyelesaiannya akan di bimbing
oleh seorang Mediator yang berasal dari pihak kepolisian, sebagai berikut :

Bagan 4.2
Proses penyelesaian Tindak Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal di wilayah
hukum Polsek Gamping

[ Pihak kennlisian ] [ Korhan / nihak ketina ]
[ [
[ Kastus vana teriadi ] [ Pihak kenolisian ]
[ Penvelidikan ]
Perkara pidana [ Bukan perkara pidana ]
'd | Y
Penyidikan
) | - [ Mediasi Penal ]
Diproses sesuai ketentuan [

[ Musyawarah penyelesaian ]

|
[ Surat Kesepakatan Bersama }

Sumber : wawancara bersama Bapak Aiptu Iffanudin Babinkamtibmas Desa Banyuraden Kecamatan Gamping

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara bersama Bapak Aiptu Iffanudin selaku
Babinkamtibmas Desa Banyuraden, menjelaskan bahwa proses penyelesaian kasus tindak pidana
ringan yang terjadi di masyarakat wilayah hukum Polsek Gamping, dilakukan melalui mediasi
penal yang mana proses penyelesainnya dilakukan sebagai berikut :



1. Saat adanya kasus yang terjadi di wilayah hukum Polsek gamping, pihak kepolisian bisa

saja mengetahui terlebih dahulu sebelum adanya pelaporan atau pengaduan dari pihak
korban atau pihak ketiga;

2. Tetapi, ada pula saat kasus tersebut terjadi atau setelah kasus tersebut terjadi di wilayah

hukum Polsek Gamping pihak korban atau pihak ketiga baru melaporkan atau melakukan
pengaduan ke pihak kepolisian;

3. Setelah pihak kepolisian mengetahui adanya kasus yang terjadi di wilayah hukum Polsek

Gamping, pihak kepolisian melakukan proses Penyelidikan, yang mana dalam proses ini
pihak kepolisian menentukan apakah kasus tersebut tergolong dalam perkara tindak
pidana atau bukan perkara tindak pidana;

4. Kemudian, jika kasus tersebut tergolong dalam perkara tindak pidana, maka pihak

kepolisan melakukan proses lebih lanjut yaitu penyidikan;

5. Pada proses penyidikan, pihak kepolisian mencari alat bukti, keterangan saksi, dan

mempertemukan kedua belah pihak, dalam proses ini pula pihak kepolisan mengajukan
proses penyelesaian seperti apa yang akan di gunakan, apakah melalui mediasi penal
yang biasa dikenal dengan cara kekeluargaan atau melalui proses pengadilan dengan
mengajukan tuntutan;

6. Jika kedua belah pihak menyetujui proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan

melalui mediasi penal, maka akan dilaksanakan musyawarah penyelesaian yang diawasi
oleh pihak kepolisian selaku mediator dalam proses mediasi penal perkara tersebut;

7. Dari hasil proses mediasi penal dengan cara musyawarah penyelesaian maka para pihak

akan membuat surat kesepakatan bersama yang di tanda tangani oleh para pihak, saksi,
dan mengetahu pihak kepolisian untuk membuktikan bahwa para pihak telah benar-benar
saling memaafkan dan tidak aka nada proses lebih lanjut kembali.

Pengawasan mengenai tindak pidana ringan yang diselesaikan dengan mediasi penal dapat

dilakukan dengan cara:

a)

b)

Pengawasan Preventif

Pengawasan yang dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud
pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat
merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Jadi, pengawasan
preventif adalah usaha mencegah adanya niat dan kesepakatan berbuat jahat, sehingga tidak
terjadi kejahatan atau kriminalitas.
Pengawasan Represif

Pengawasan dengan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut
ketentuan dalam Undang-Undang. Pengawasan represif ini merupakan bagian dari tugas
kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas
Kepolisian.

PENUTUP

1.

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Ringan Yang Dapat Diselesaikan Tanpa Proses Pengadilan
Di Polsek Gamping

Kasus tindak pidana ringan yang sering terjadi di wilayah hukum polsek Gamping yaitu
penganiayaan ringan, pencurian ringan, penipuan ringan, dan Kejahatan yang



membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, seperti Perbuatan melawan hukum
membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang yang terjadi pada akhir tahun 2017
yaitu terjadi kebakaran rumah yang disebabkan oleh anak pemilik rumah, setelah melalui
mediasi penal terhadap kasus tersebut orang tua atau pemilik rumah tersebut memaafkan
anaknya atau pelaku dan bersepakat untuk tidak melanjutkan kasus tersebut ke meja hijau.

2. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Yang Melalui Pendekatan Mediasi Penal Di
Polsek Gamping

Berdasarkan hasil penelitian, pihak Kepolisian menjelaskan bahwa proses penyelesaian

kasus tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat wilayah hukum Polsek Gamping,
dilakukan melalui mediasi penal yang mana proses penyelesainnya dilakukan sebagai
berikut: Laporan dari korban atau pihak ketiga kepada Polisi mengenai kasus yg terjadi;
Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap kasus yg dilaporkan; Kemudian, jika kasus
tersebut masuk dalam perkara pidana maka, kepolisian melakukan tindakan lebih lanjut
yakni penyidikan; Setelah proses penyidikan dilakukan, Kepolisian mempertemukan kedua
belah pihak untuk melaksanakan musyawarah untuk menentukan penyelesaian kasus apakah
melalui pengadilan atau mediasi penal; Jika kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan
melalui mediasi penal, maka pihak Kepolisian secara otomatis akan menjadi mediator dalam
penyelesaian kasus tersebut; Untuk penyelesaian lebih lanjutnya, akan diarahkan oleh
Mediator yang kemudian akan ditentukan oleh masing-masing para pihak berdasarkan
kesepakatan; Hasil kesepakatan dari para pihak berdasarkan arahan dari Mediator akan
menghasilkan surat kesepatakan bersama yg berisi bahwasanya para pihak saling
memaafkan dan bertanggungjawab satu sama lain.
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